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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata 
kepemerintahan yang baik di bidang kelautan dan 
perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi 
publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149);  

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 
Tahun 2013  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 90); 

  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor         
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan 
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan 
sebagai bahan informasi publik. 

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian 
dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik. 

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. 

7. Penyedia Informasi Publik adalah unit yang melaksanakan fungsi 
kehumasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan 
dan Perikanan yang memberikan pelayanan informasi publik di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Pasal 2 
Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, meliputi: 
a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia 

informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 
b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia 

informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi 
kepada publik. 

Pasal 3 

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: 
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